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Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-1 Menunjukkan pemahaman komprehensif tentang konsep, prinsip, dan praktik Good Governance & Civil Society dalam konteks global,
nasional, dan lokal (termasuk NTT).
CPL-2 Mampu menjelaskan secara kritis konsep teori governance, partisipasi publik, demokrasi, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat, hak warga negara, dan peran masyarakat sipil.
CPL-3 Mampu mengomunikasikan gagasan akademik dan praktis terkait implementasi Good Governance & Civil Society dalam penyelesaian
masalah sosial kontemporer.
CPL-4 Mampu mendiseminasikan gagasan, hasil kajian, dan rekomendasi kebijakan terkait Good Governance & Civil Society kepada masyarakat
akademik dan publik.
CPL-5 erampil merancang bahan ajar, analisis kebijakan, dan model pemberdayaan masyarakat berbasis prinsip governance dan penguatan civil
society.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK 1. Menganalisis konsep, teori, serta paradigma Good Governance & Civil Society secara kritis.
2. Mendeskripsikan secara sistematis praktik governance dan dinamika masyarakat sipil di Indonesia dan khususnya di Provinsi NTT.
3. Menganalisis kontribusi, peran, dan tantangan civil society dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, serta
perlindungan hak warga.
4. Menguji dan merumuskan potensi implementasi konsep Good Governance & Civil Society dalam penyelesaian persoalan sosial,
kebijakan publik, dan pembangunan daerah.
5.




CPL [ Sub-CPMK

Sub-CPMK-1: Memiliki karakter, etika, integritas, sikap humanis, toleran, demokratis, serta menjunjung nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam
praktik governance.

Sub-CPMK-2: Mampu memanfaatkan teknologi informasi, data sosial, dan literasi digital untuk mendukung analisis governance, transparansi publik,
serta advokasi masyarakat sipil.

Sub-CPMK-3: Mampu menerapkan metode, pendekatan, dan keterampilan analisis dalam kajian Good Governance & Civil Society.

Sub-CPMK-4: Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan isu-isu kontemporer seperti korupsi, ketimpangan,
kemiskinan, gender, HAM, migrasi, perubahan iklim, serta problem pembangunan di NTT melalui perspektif governance.

Sub-CPMK-5: Mampu merancang dan melaksanakan penelitian kebijakan, kajian sosial, serta analisis implementasi governance di lapangan secara
ilmiah, termasuk menginterpretasi data empiris.

Sub-CPMK-6: Mampu merancang model tata kelola, kebijakan publik, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang mempertimbangkan aspek hukum,
ekonomi, sosial, politik, budaya lokal, etika, serta keberlanjutan.

Sub-CPMK-7: Mampu menyusun ide, argumentasi ilmiah, policy brief, dan rekomendasi kebijakan secara bertanggung jawab sesuai etika akademik,
serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat akademik dan publik.

Sub-CPMK-8: Mampu merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kerja akademik/profesional secara mandiri maupun kolaboratif lintas sektor,
disiplin, dan budaya.

Sub-CPMK-9: Memiliki kesadaran pembelajaran sepanjang hayat, kepekaan sosial, jiwa kepemimpinan transformasional, serta wawasan kontemporer
untuk mendukung tata kelola dan penguatan civil society ke depan.

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, paradigma, serta praktik Good Governance & Civil Society, meliputi: definisi, ruang lingkup, prinsip
transparansi, akuntabilitas, rule of law, partisipasi masyarakat, demokrasi, dan inklusivitas; dinamika hubungan negara—pasar—masyarakat sipil; peran
NGO/LSM, organisasi keagamaan, komunitas adat, dan institusi sosial dalam tata kelola publik. Mata kuliah ini juga mengkaji isu kontemporer seperti
kemiskinan, ketimpangan, korupsi, perlindungan sosial, gender, HAM, migrasi tenaga kerja, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya, serta praktik
governance pada level lokal khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mendorong mahasiswa mampu merumuskan solusi dan kontribusi
berbasis riset dan pemberdayaan masyarakat




Bahan Kajian/Materi Penilaian Bentuk Pembelajaran SUb_CPMK [sebagal kemampuan Bo.bgt
Pert . akhir yang diharapkan] Penilaian
Pembelajaran , — - -
Indikator Kriteria & bentuk Luring Daring
1 Kontrak Belajar & Memahami capaian, ruang lingkup, | Non tes, refleksi, Ceramah dan | https/edlink.id/setup | Memahami konsep dasar dan 5%
Pengantar Good urgensi governance & civil society diskusi Duskusi tujuan pembelajaran
Governance & Civil
Society
2 Konsep & Teori Good Ketepatan analisa teori governance | Non tes & tugas Ceramah dan | httpsi//edlink.id/setup | NMemahami teori governance 5%
Governance ringkas Duskusi
3 Civil Society: Konsep, Analisis peran masyarakat sipil Penugasan & diskusi Duskusi dan | httes/edlink.id/setup | Menganalisis peran civil society | 10%
Aktor, Dinamika PBL
4 Demokrasi, Partisipasi Ketepatan mengaitkan teori—praktik | Presentasi & simulasi | Duskusi dan | https//edlink.id/setup | Mengidentifikasi bentuk 15%
Publik & Tata Kelola PBL partisipasi
5 Governance dalam Ketepatan analisis kasus pendidikan | Penugasan & kuis Discovery https://edlink.id/setup | NMenerapkan analisis 5%
Pendidikan & Sektor (khususnya NTT) learning, governance
Sosial kolaboratif
6 Transparansi, Analisis kritis permasalahan korupsi | Presentasi & tugas Discovery https://edlink.id/setup | Memahami penguatan 5%
Akuntabilitas & Anti publik learning, integritas publik
Korupsi kolaboratif
7 Governance Desa, Adat | Ketepatan analisa & relevansi lokal | Presentasi & simulasi | Discovery https://edlink.id/setup | NMengaitkan governance dengan | 5%
& Local Wisdom NTT learning, budaya lokal
kolaboratif
8 Ujian Tengah Semester | Evaluasi | Tes tertulis Tes tertulis | httes://edlink.id/setup | Ketuntasan awal 50
9 Governance dalam Isu | Analisis penyebab & solusi Tugas, kuis, Discovery https://edlink.id/setup | NMenganalisa isu kemiskinan & 5%
Kemiskinan, presentasi learning, ketimpangan
Ketimpangan & kolaboratif
Perlindungan Sosial
10 | Gender, HAM & Inklusi | Analisis kebijakan berbasis keadilan | Penugasan & diskusi Discovery https://edlink.id/setup | Menganalisa isu gender & HAM | 5%
Sosial learning
11 | Governance & Migrasi Analisis strategi penanganan Non tes & penugasan | Ceramah dan | httes://edlink.id/setup | Menganalisa isu migrasi & 5%
Tenaga Kerja / Diskusi perlindungan warga
Perdagangan Orang
(khusus NTT)
12 | Digital Governance & Ketepatan menganalisa digital Non tes & diskusi Ceramah dan | httpsy/edlink.id/setup | Memahami peran teknologi 5%
Peran Media Sosial citizenship Diskusi governance
Warga
13 Disaster Governance & | Analisis penanganan bencana Non tes & simulasi Dinamika https://edlink.id/setup | Menganalisa governance 5%
Climate Resilience (contoh Seroja) kelompok kebencanaan
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14 | StudiKasus: Solutif dan konstruktif PBL & presentasi Diskusi https://edlink.id/setup | Mendesain model 10%
Governance pada pendampingan kebijakan
Investasi, Pariwisata &
Konflik Kepentingan
15 | Studi Kasus Ketuntasan membedah kasus PBL & presentasi PBL dan https://edlink.id/setup | Mendesain model penguatan 15%
Implementasi Civil kolaboratif civil society
Society Movement
16 | Ujian Akhir Semester Evaluasi Akhir Tes Tertulis dan https://edlink.id/setup | Ketuntasan Akhir 100%
Penugasan
RENCANA EVALUASI
Basis Evaluasi Bobot | Komponen Evaluasi Instrumen Deskripsi
Aktivitas dan Partisipasi 10 Diskusi dan Laporan kelompok | Lembaran pemantauan & rubrik Aktif dan partisipatif dalam pembelajaran; mengemukakan
observasi pendapat dengan argumen ilmiah; responsif terhadap isu
governance & civil society
Kolaborasi dan Kerjasama 15 Kerja tim dalam tugas Lembatan pemantauan Toleran, terbuka terhadap masukan, mampu bekerja lintas
kelompok / studi kasus latar belakang, menunjukkan etika kolaborasi
Solusi dan Konstruktif 10 Laporan analisis & refleksi Lembatan pemantauan Mampu menyampaikan gagasan inovatif, kritis, dan
kritis memberikan solusi konstruktif atas permasalahan governance
di Indonesia & NTT
Hasil Proyek 15 Reportase/studi kasus Lembatan pemantauan Disiplin waktu, akurasi data, kelengkapan rujukan, ketepatan
kebijakan publik, governance metodologi, ketajaman analisis, kebermaknaan hasil
desa, civil society
Kognitif/Pengetahuan 10 Tugas Lembaran Tugas, panduan penilaian | Mampu mengerjakan tugas sesuai instruksi; menunjukkan
dan kunci jawaban pemahaman teori governance & civil society
5 Kuis Lembaran Kuis, panduan penilaian Disiplin, cepat & tepat merespon pertanyaan; memahami
dan kunci jawaban materi inti perkuliahan
15 Ujian Tengah Semester Lembaran Ujian, panduan penilaian Menyelesaikan soal sesuai Sub-CPMK; berbasis referensi
dan kunci jawaban ilmiah, analisis kritis & argumentasi logis
20 Ujian Akhir Semester Lembaran Ujian, panduan penilaian Menjawab sesuai Sub-CPMK; menunjukkan penguasaan

dan kunci jawaban

konsep, kemampuan analisis kebijakan, serta penerapan
governance & civil society pada kasus nyata, termasuk konteks
NTT
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